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TENTAN

PENYELENGG RE@

DENGAN RAH A’@AN Y MAHA ESA

rangka penataan dan pengaturan

Menimbang @r 2By,
%21 lame (pe penyelenggaraan reklame  yang
CNY

atikan aspek tata ruang dan sosial budaya;

é b. a berdasarkan pertimbangan sebagaimana
ksud dalam huruf a dan sebagai salah satu upaya
tuk menciptakan keindahan kota perlu membentuk

@ eraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Reklame;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-Daerah Kota Kecil dalam
Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, dan
Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal
14 Agustus 1950);



2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4389);

3. Undang-Undang N omor 2004 tentang
Pemerintahan Daerah Republik
Indonesia Tahun 2004 Nom Lembaran
Negara Republik Indonesm ebagalmana
telah dua kali diuba akhy deng %dang -Undang
Nomor 12 Tahun 2 mbaran MNegara Republik
Indonesia Tahun 2008 or 5 mbahan Lembaran
Negara Republik nesia Nc@ 44);

4. hun 2004 tentang Jalan
a Rep k Indonesia Tahun 2004

5. U nda <:§%mor 26 Tahun 2007 tentang

embaran Negara Republik Indonesia
or 68, Tambahan Lembaran Negara

;i onesia Nomor 4725);
§@;Per tur emerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang

Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006
86, Tambahan Lembaran Negara Republik
nesia Nomor 4655);

@Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang
Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah,
Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan
Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

8. Peraturan ......



8.

©

11.

<

Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II
Sukabumi Nomor 11 Tahun 1994 tentang Retribusi Izin
Mendirikan Bangunan dalam Wilayah Kotamadya
Daerah Tingkat II Sukabumi (Lembaran Daerah
Kotamadya Daerah Tingkat II Sikebumi Tahun 1995
Nomor 2 Seri B - 2);

Peraturan Daerah Kota S i 8 Tahun

2002 tentang Rencana Wi ayah Kota
Sukabumi 2002 -/2919 embz%% Daerah Kota
Sukabumi Tahun 200 Ngrhor 15 SertC - 1);

. Peraturan Dae Kota Su@ Nomor 8 Tahun
2003 tentang ntuk% Susunan Organisasi
T

Perangkat b. da ariat Dewan Perwakilan
Rakya . Kota bumi (Lembaran Daerah

Kota 1 Tahw#¥2003 Nomor 31 Seri D - 21);

Pe n Dag Kota Sukabumi Nomor 3 Tahun
tang dik Pegawai Negeri Sipil Daerah
aran DAEZh Kota Sukabumi Tahun 2005 Nomor

Pera@ aerah Kota Sukabumi Nomor 7 Tahun
2007 tang Pengundangan Peraturan Perundang-
angan (Lembaran Daerah Kota Sukabumi Tahun

Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota
kabumi Nomor 7);

Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 2 Tahun
2008 tentang Urusan Pemerintahan Kota Sukabumi
(Lembaran Daerah Kota Sukabumi Tahun 2008
Nomor 2);



Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA SUKABUMI
dan

WALIKOTA SUKAB

I
MEMUTU : @
Q
Menetapkan : PERATURAN @RAH : TENTANG
N A

PENYELENGGARAA ME@

D@ratura;@rab ini yang dimaksud dengan :
@E @aerii;% ah Kota Sukabumi.
§; / Pgmerintah Daerah adalah Kepala Daerah dan

ngkat Daerah sebagai unsur penyelenggara
g;? erintahan daerah.
epala Daerah adalah Walikota Sukabumi.
Dinas Pendapatan Daerah atau Dinas/Lembaga Teknis
Daerah yang membidangi Pendapatan Daerah yang
selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Pendapatan

Daerah Kota Sukabumi atau Dinas/Lembaga Teknis
Daerah yang membidangi Perizinan Reklame.

- (9
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Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendapatan Daerah atau
Dinas/Lembaga Teknis Daerah yang membidangi
Pendapatan Daerah yang selanjutnya disebut Dinas adalah
Dinas Pendapatan Daerah Kota Sukabumi atau
Dinas/Lembaga Teknis Daerah yang membidangi Perizinan
Reklame.

Badan adalah sekumpulan orang
merupakan kesatuan baik yang
yang tidak melakukan usaha
terbatas, perseroan komandite

perseroan
nnya, badan
aerah dengan

usaha milik negara atau arNusa

nama dan dalam bentu n, firma,“kongsi, koperasi,
dana pensiun, perseku , pe@npulan, yayasan,
organisasi massa, orgamisasi sosi itik, atau organisasi
lainnya, lembaga, entu an lainnya termasuk
kontrak investasi , dt k usaha tetap.

Reklame adga, enda, dlat, perbuatan atau media yang
menurut dan&k ragamnya untuk tujuan
komersia pergan untuk  memperkenalkan,
menga ata xf ujikan suatu barang, jasa, atau
oran@%&?@un @’ menarik perhatian umum kepada

, ke ng dilakukan oleh Pemerintah.

ng, ]a@au orang yang ditempatkan atau dapat

i dib f/atau didengar dari suatu tempat oleh
ali

&(awa

denga

adalah batasan-batasan wilayah tertentu sesuai
engan emanfaatan wilayah tersebut yang dapat
dian untuk pemasangan Reklame.

elenggara/ pemasang/pemesan Reklame adalah orang

pribadi atau  badan  yang menyelenggarakan/
memasang/memesan Reklame, baik untuk dan atas
namanya sendiri atau untuk dan atas nama pihak lain yang
menjadi tanggung jawabnya.

. Ornamen Kota adalah bangunan dan/atau bangun-

bangunan arsitektur yang mempunyai fungsi memperindah
dan mempercantik kota.



11. Bahu Jalan adalah ruang sepanjang dan terletak
bersebelahan dengan tepi luar perkerasan jalan atau jalur
lalu lintas yang berfungsi sebagai ambang pengaman
jalan.

Bidang Reklame
dan/atau

12. Titik Reklame adalah tempat dim&nq
didirikan,  diselengarakan/dip @%$
ditempelkan.

13. Bidang Reklame adalah ba ta! ka ;;ealame yang
dimanfaatkan guna :@ enyajial mbar, naskah,

dan/atau kata da n-pesan Y penyelenggaraan

Reklame. @
14. Sarana dan Pr Kol@h bagian dari ruang

kota yang di eh P@ tah dan penggunaannya
umum sesuai dengan peruntukan

encana tata ruang.
3 adalah sarana atau tempat

&f atau beberapa bidang Reklame
ang diatur secara terpadu dengan baik

penyelenggara, masyarakat yang melihat,
aup kepérasiannya dengan pemanfaatan ruang kota

§ ; besgta kungan sekitarnya.

@ BABII
@ PERENCANAAN

PENYELENGGARAAN/PEMASANGAN REKLAME
Pasal 2

(1) Setiap penyelenggaraan/pemasangan Reklame di
Daerah harus memperhatikan aspek tata ruang dan
sosial budaya.

(2) Penyelenggaraan ......




(2) Penyelenggaraan/pemasangan Reklame sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) meliputi Titik Reklame di dalam
dan di luar Sarana dan Prasarana Kota yang diatur oleh
Kepala Daerah.

(3) Penyelenggaraan/pemasangan Titi§ ;]Seklame di dalam

Sarana dan Prasarana Kota seba dimaksud pada
ayat (2) meliputi : @ @
a. sisiluar trotoar ataﬁ@ary &

=3

median jalan;

halte bus;

0

o
gg hraga; atau
@n ataupun pasar tradisional.

raan/pemasangan Titik Reklame di luar
an Prasarana Kota sebagaimana dimaksud pada
meliputi :

8/ di atas bangunan;
@b. menempel pada bangunan;
c. dihalaman; atau
d. diarea terbuka.
(5) Penyelenggaraan/pemasangan Reklame khusus produk

rokok  dilaksanakan sesuai dengan peraturan
perundang-undangan yang berlaku.



Pasal 3

(1) Penyelenggaraan/pemasangan Reklame yang
disyaratkan memiliki Izin Mendirikan Bangunan
dikenakan Retribusi Izin Mendirikan Bangunan sesuai

dengan ketentuan yang berlaku.
(2) Reklame sebagaimana d1 ad ayat 1),
meliputi : @
Bando; @30
Megatron;
Video Wall; @
Dinamic Wall; @
Neon Szgn/N %
lelboard

Mzdl 1B @, an

n]u

QR e a0 o

BAB I

@KA TA CARA, DAN LARANGAN

YE@ ARAAN/PEMASANGAN REKLAME

Bagian Pertama

@ asi Penyelenggaraan/Pemasangan Reklame
Pasal 4

Loka51 penyelenggaraan/pemasangan Reklame dapat
dilakukan di tanah dan/atau bangunan milik Pemerintah
Daerah, milik perorangan, atau Badan yang disewakan
sesuai dengan ketentuan yang berlaku sepanjang tidak
mengganggu fasilitas umum, fasilitas sosial, dan ketertiban
umum.

Pasal5 .......



Pasal 5

Lokasi penyelenggaraan/pemasangan Reklame, ditetapkan
dalam kawasan-kawasan sebagai berikut :

kawasan hijau dan taman kota;
kawasan perdagangan dan jasa;

kawasan pemukiman;

kawasan pariwisata, olahraga, da ekrea
jembatan penyeberangan; S
kawasan pemerintaha EY anto
kawasan pendidikan;

kawasan kesehatan; da

kawasan industri.@ @@

79

e

( tasan @? hadap Titik Reklame ditetapkan
asa % ajian teknis instansi terkait dengan
hatyKan analisis administrasi, teknis, serta fungsi
%i 1jalan.
2 e yang dipasang di dalam dan di luar Sarana dan

arana Kota harus memenuhi ketentuan :

@a. tidak menghalangi, menutupi, dan/atau
mengganggu rambu-rambu dan arus lalu lintas jalan
serta pejalan kaki;

b. tidak  menghalangi  dan/atau  mengganggu
pandangan mata pengendara kendaraan;

c. tidak mengambil dan/atau menyambung daya
listrik dari Penerangan Jalan Umum (PJU);
d. tidak .......
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tidak mengganggu fungsi Penerangan Jalan Umum
(PJU) dan lingkungan ekologis sekitar;

memperhatikan kekuatan, dan keamanan konstruksi
dengan memperhitungkan beban yang dipikul oleh

konstruksi antara lain beb sendiri, beban
bangunan-bangunan, dan angin dengan
mempertimbangkan au tempat

dan ketertiban u

tidak melint memoto&am untuk Reklame
kain; dan

tldako o el tempat /bangunan  milik

an51 i/ ad1 yang dapat mengganggu
ke , ket , dan keindahan khusus untuk

berdirinya Reklame yan g ol Rs) aga ahli;
tidak bertentan "@. kesu keagamaan

a@ penyelenggaraan/pemasangan  Reklame
ana—dimaksud dalam Pasal 6 diatur lebih lanjut

i
&engz@@au berdasarkan Peraturan Kepala Daerah.

Bagian Ketiga

Larangan Penyelenggaraan/Pemasangan Reklame

Pasal 8

(1) Reklame dilarang dipasang pada :

a.

bundaran Tugu Adipura;
b. bundaran .....



&
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bundaran Tugu Depan SMAK;
bundaran Tugu Ridogalih;
bundaran Bank Mandiri; atau
di dalam areal Taman Kota.

o a0 g

(2) Reklame produk rokok dilarang ng pada sarana

Kesehatan dan pendidikan @ai adiys 50 (lima
puluh) meter.

O

9
RIZINA@
@@a@%

Q<

(1) Setiap at orang  perorangan yang
menye akan/, sang/memesan Reklame
dari Kepala Daerah.

waji apat

) Daer apat mendelegasikan kewenangan

% rian i@aenyelenggaraan Reklame sebagaimana
a

aks ayat (1) pada Kepala Dinas.

@(e la>Pinas wajib memberikan laporan bulanan
L2 g > a

k

Kepala Daerah mengenai Pemberian Izin dan
jangan Izin Reklame yang telah dikeluarkan.

@ Pasal 10

Pemegang Izin Reklame dilarang memindah-
tangankan/mengalihkan Izin Reklame yang diterimanya
kepada pihak lain tanpa izin tertulis dari Kepala Daerah
melalui Dinas.
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Pasal 11
(1) Masa berlaku Izin Reklame sebagai berikut :

Reklame Papan paling lama 1 (satu) tahun;

a.
b. Reklame kain atau bahan lain an dari besi/seng
paling lama 1 (satu) bulan;

c. Reklame selebaran pahng inggu;

d. Reklame berjalan, terma d @an paling
lama 1 (satu) tahun;

e. Reklame udara/befaud elamatu bulan;

f. Reklame suara palihg ,, tha 1 (gatuy minggu;

g. Reklame peragaan paling la satu) minggu; dan

h. ang tertutup atau

Reklame fil ide ba1k
terbuka sela atu

Izin Rekl aimana ~§,» aksud pada ayat (1) dapat
dlperp@embal aling banyak 3 (tiga) kali untuk

—
N
~

jangka ng

@ Pasal 12

pen garaan /pemasangan  Reklame  dapat
lk dicgbut apabila :

at perubahan kebijakan Pemerintah Daerah;
b: gman sendiri penyelenggara Reklame.

Tata cara perizinan, perpanjangan izin, pembatalan/
pencabutan izin penyelenggaraan/pemasangan Reklame
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Pasal 9, dan Pasal 10
diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Kepala Daerah.

Pasal 13



BABV
PENERTIBAN DAN PEMBONGKARAN

Pasal 14

(1) Penertiban Reklame dilakuka%adap Reklame
terpasang yang :
a. pembayaran pajaknya@g axi yeharusnya
dibayar; @3
b. tanpa izin; @
c. telah berakhir masa izinn}&tidak diperpanjang

kembali;
d. terdapat jpe hangga tidak sesuai lagi

yang h diberikan, antara lain
efuba izin Reklame, ukuran, dan

me tidak pada Titik Reklame
kan; atau

SO
i1

klame tidak sesuai dengan Izin

& angunan yang diterbitkan.

@ ata C@nertiban Reklame terpasang ditetapkan lebih
1 Zg t

engan atau berdasarkan Peraturan Kepala

Sp.
@:r

Pasal 15

(1) Pelaksanaan  penertiban  Reklame  sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) dapat berupa
pembongkaran secara langsung yang dilaksanakan oleh
Pemerintah Daerah melalui unsur Dinas atau petugas
yang ditunjuk dan/atau oleh Pemegang Izin.

(2) Pembongkaran ......
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(2) Pembongkaran secara langsung yang dilaksanakan oleh
Pemegang Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilakukan dalam jangka waktu paling lama 15 (lima
belas) hari kalender sejak habis masa berlakunya,
dilakukan pembatalan dan/atau pencabutan terhadap
izin Reklame.

(3) Pembongkaran secara langsu akan oleh
Pemerintah Daerah sebagai aks dda ayat (1)
u

dilakukan dalam ]angka (11 belas) hari

kalender terhitung blS berlakunya
dilakukan pembatalapn\day/atau pe abutan terhadap
izin Reklame setela erlebi ahulu diberikan
peringatan tertuli anyak 3 ali sebagai berikut :
a. peringat i Q a dalam waktu 5 (lima)
hari g engan peputupan sementara bidang

an t&%@«edua dalam waktu 5 (lima) hari;
d @
@'mg&@rtuhs ketiga dalam waktu 5 (lima) hari.

§ ;@ @ BAB VI
@@ HAK DAN KEWA]JIBAN

PEMEGANG IZIN REKLAME

@ Pasal 16

(1) Pemegang Izin Reklame berhak untuk melakukan
kegiatan penyelenggaraan/pemasangan Reklame sesuai
dengan izin yang diberikan.
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(2) Pemegang izin Reklame wajib dan bertanggung jawab
secara penuh untuk memelihara konstruksi Reklame
yang dipasang dalam rangka menjaga kebersihan,
ketertiban dan keindahan Reklame, dan lingkungan,
serta ~ mencegah  akibat yang  timbul dari

penyelenggaraan/ pemasangan Reklame  terhadap
keselamatan orang dan barang pikaKlain.

(3) Pemegang izin bertanggund Yawab a penuh
terhadap segala akibat ya i pulkan Baik terhadap
[] ‘V

keselamatan oran adpun barang dari
penyelenggaraan/ perqasapgan reklame.

AB @
%@@
O

(1) Pe an Pe ggaraan Reklame dilakukan untuk
engyyji kep penyelenggara Reklame dan dalam
a me i kewajiban penyelenggara Reklame.

@ekm pPtaksanaan pengawasan penyelenggaraan
itetapkan lebih lanjut oleh Kepala Daerah

§ ; Reklam:
@ @ BAB VIII

@ PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 18

Masyarakat berhak menyampaikan saran dan pendapat serta
memperoleh informasi tentang Penyelenggaraan Reklame
kepada dan dari Kepala Daerah melalui Dinas.
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BAB IX

PENYIDIKAN

Pasal 19

(1) Penyidikan terhadap pelanggaran@}uran Daerah ini,
dilaksanakan oleh Penyidik erl Sipil di

a

lingkungan Pemerintah Daer
(2) Dalam melaksanakan ny1d1 para Penyldlk

Pegawai Negeri Slpﬂ@lmana dithaksud pada ayat

(1), berwenang :

«

a.

e.

menerima, @i, pulkan dan meneliti
keterang Iap@n rkenaan dengan tindak
pida@ ketera atau laporan tersebut

me gkap jelas;
1, m an mengumpulkan keterangan
pr1bad1 atau badan tentang
enara uatan yang dilakukan sehubungan

k pidana;

m ity keterangan dan bahan bukti dari orang

ana;

i atau badan sehubungan dengan tindak
< éd

memeriksa  buku-buku, catatan-catatan  dan

dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak
pidana;

melakukan penggeledahan untuk mendapatkan
bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen-
dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap
bahan bukti tersebut;

f. meminta ......



f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka
pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana;

g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang
meninggalkan ruangan atau tempat pada saat
pemeriksaan sedang berlangs dan memeriksa
identitas orang/atau dok yang dibawa

sebagaimana dimaksud d@ur :
h. mengambil sidik jari enotret s!eorang yang
berkaitan dengan @ ana; @3
i. memanggil orang uk @ar keterangannya
a

dan diperiks gai ters tau saksi;

HKaN nyi
Y @ .
k. me tindakan lain yang perlu untuk
kel pe an tindak pidana menurut
O dipertanggungjawabkan.
,“@ yang@*\{y pertanggungj
@ BAB X

@ KETENTUAN PIDANA
Q Pasal 20

ang siapa melanggar ketentuan Pasal 9 ayat (1)
Pératuran Daerah ini, dikenakan ancaman pidana
kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling
banyak Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

j.  menghe

%

(2) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
adalah pelanggaran.



BAB XI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 21

saat Peraturan
ampai masa

Izin Reklame yang masih berlaku
Daerah ini diundangkan, masih t 2
berlaku Izin Reklame tersebut bef

: Q

B/XII
KE@UAN P P
O
Ketentuan i@engenai teknis pelaksanaan

Q<

r dengan dan/atau berdasarkan

Peratural a i
Peratu ¢pala B3 paling lambat 1 (satu) tahun

g9l diundangkannya Peraturan Daerah

&ada Peraturan Daerah ini mulai berlaku, peraturan
@ per -undangan yang mengatur tentang
P

ggaraan Reklame yang ada di Daerah masih tetap
aku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan
ah ini.

Pasal 24

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.
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Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Daerah ini dengan
penempatannya dalam Lembaran Daerah

Ditetapkan QN Sukabumi
Pada ta 42* Juli 2008

Diundangkan di Sukabumi
Y

Pada tanggal 25 Juli 2008
SEKRETARIS DAERAH K% @
SUKABUMI, @ %

T@KABUMI TAHUN 2008 NOMOR 4




II.

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA SUKABUMI
NOMOR 4 TAHUN 2008

TENTANG

PENYELENGGARAAN REKL@ 5
UMUM <:> Q:
Bahwa dalam rangka penata@ pen atu;an reklame yang

memperhatikan aspek tata ruang dan sos uday g bertujuan untuk
menciptakan keindahan, kenyama dan ket fi, maka dipandang
perlu untuk adanya Peratura@erah mengatur tentang

penyelenggaraan reklame. @ @
. N .
Selain hal tersel;:g%atas, @tapam Peraturan Daerah ini

enataan ruang yang terarah,

ncipta,
151pat' terwujud penataan ruang yang

ggaraan/pemasangan reklame, lokasi, tata
garaan reklame, perizinan, penertiban dan
ajiban pemegang izin reklame, pengawasan,

egl@yang diatur dalam Peraturan Daerah ini

le

1!

pembongkarany-t n
dan p

PASA

Pasal 1
Cukup jelas

Pasal 2
Cukup jelas

Pasal 3
Cukup jelas
Pasal4 ......



Pasal 4
Yang dimaksud dengan bangunan milik Pemerintah Daerah seperti
GOR Merdeka, Gedung Juang 45, Gedung Pusat Kajian Islam, Gedung
Qolbun Saliim, Pasar Seni Sasana Kridha, dan bangunan lainnya yang
bersifat dapat dikerjasamakan/disewakan kepada Pihak Ketiga di luar

Kantor Pemerintahan. § ;
Pasal 5
Cukup jelas

Pasal 6
Cukup jelas

Pasal 7 @
Yang dimaksud denga kan Pemerintah  adalah
gedung/bangunan una @ ebagai kantor/tempat
melaksanakan tugas %9% rja Perahgkat Daerah.

%

Pasal 8

Cukup jelas @
Pasal 9
Cukup ]ela

Pasal 10
Cuk;g 1
Pasal
1)
aksud dengan :

eklame papan adalah reklame yang diselenggarakan
engan menggunakan bahan kayu, kertas plastik, fibre
glass, kaca, batu, logam, alat penyinar atau alat lain yang
bersinar yang dipasang pada tempat disediakan (berdiri
sendiri) atau dengan cara digantungkan atau ditempelkan;

b. Reklame kain adalah reklame yang diselenggarakan
dengan menggunakan bahan kain, plastik, karet, bagor,
atau bahan lain;

c. Reklame ......



Ayat (2)
Cukup Jelas

Pasal 12

Reklame selebaran adalah reklame yang berbentuk
lembaran lepas, diselenggarakan dengan cara disebarkan,
diberikan dan/atau diminta dengan ketentuan tidak untuk
ditempelkan, dilekatkan, dipasang, ditempatkan, atau
digantungkan pada benda lain;

Reklame berjalan termasuk paé%daraan adalah
reklame yang diselenggarakan derngan ‘vara-ditempelkan

pada kendaraan yang dengan
dibawa oleh

mempergunakan kendaraan @a

Ygan ca
orang, 8
Reklame udara adalah %me y iselenggarakan di

udara dengan me akan gas; r, pesawat terbang,
atau bahan lain ya his erbagai bentuk;

Reklame @Iah rgn:e yang diselenggarakan

dengan an (ata-kata yang diucapkan atau
ditimbulkan dari atau oleh

menggun Suara
perant @1 at apapun;

S 1lm/ dalah reklame yang diselenggarakan
n "y akan klise berupa kaca atau film atau
%m yang sejenis dengan itu, sebagai alat
ikan dan/atau diperagakan pada layar atau
lam ruangan;

¢ peragaan adalah reklame yang diselenggarakan
enggn cara memperagakan suatu barang dengan/atau

Cukup jelas



Pasal 13
Cukup jelas

Pasal 14
Cukup jelas

Pasal 15 %
Cukup jelas @

Pasal 16

Cukup jelas :i @ @30

Pasal 17

Cukup jelas @ @
Pasal 18 @

Cukup jelas O,

Pasal 19 @ %

Cukup jelas @ Q@C@
Pasal 20 @
Cukup ]e%

Pasal 21
Cuk; g Slag
Pas @
C jelas:©

Pasal 23
Cukup jelas

Pasal 24
Cukup jelas
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